
WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MANGROVE KOTA SEMARANG

Menimbang : a.

Mengingat : 1 .

b.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam upaya pengendalian kerusakan pesisir,
perlu dilakukan langkah pengelolaan strategis yang
dapat menjamin terselenggaranya perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan ekosistem dan
sumberdaya di wilayah pesisir, sebagai sistem
penyangga kehidupan, untuk kesejahteraan
masyarakat;

bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu
merupakan tanggung jawab semua pemangku
kepentingan, mulai dari tahap perencanaan'
p"i"k"".ra"tt, monitoring, dan evaluasi . sehingga
diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga;

bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana
dimaksud huruf b tersebut di atas, maka perlu
dibentuk Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang
yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di
atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota
Semarang tentang Pembentukan Kelompok Ke{a
Mangrove Kota Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O

Nomor 45); L ?-/ /J

d.



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati aai
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan limbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 34191:

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun lgg4 tentang
Pengesahan United Nations Convention on Biologica'iDiversity (Konvensi perserikatan Bangsa_Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati) (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 199+ Nomor +1,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3556);

4. Undang-Undang 
_Nomor 4l Tahun 1999 tentang

fe.hutanan (lembaran Negara nepubtit< IndonesiaTahun I99g Nomor l6i, fa_tlaha" lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3gSg);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
felataan Ruang _(Lembaran il*; RepublikIndonesia Tahun_ 2007 Nomor 

-BS,* 
f"_U.f,unIembaran Negara Republik lndonesia i-J mor 47 2 5) ;

6. Undang-Undanq Nom_or 2Z Tahun 2007 tentangpeneelolaan wil"y"l pesisir a""'irr"1"]pulau Kecil(tembaran Negara.Republik I"d;;; ihun 20o7Nomor 84, Tambaha" L._r"r"rr;;;; Repubtiklndonesia Nomor 4739); ----- '!!6."'

7. Undaag-Undans Nomor lg Tahun 20O8 tentangpengelolaan rfoo^* -lr.emtarJ'-ii.#; RepublikIndonesia rahun ioos il"-";;;i; 
r'v.o'd

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan d- j""egl9f""r-U"gt""gan Hidupg,em ualan Negara n.p""uir.-i"i."""i1- iL ". z o osNomor 140);

9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan Atas undang_U"d;;;;-;;31 Tahun2004 tentang perikanan_ (Le_b*;, N;;;ra RepublikIndonesia Tahun 
- 
2009' N;;.--ii+l-'r"_u"t",

kmbaran Negara Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentangpembentukan peraturan eerunOang-undangan(Lembaran Nesara .Rep,trlik r"0.r""f,-i?rrun 201 INomor 82, Tambahar Lcmbaran N;c";;' RepublikIndonesia Nomor 523a); 4

/t



11.

l+.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Wilayah
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Dan Atau
Perusakan l,aut (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20O4 tentang
Perlindungan Hutan (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 147, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomotr 4a531;4

/

12.

IJ.
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19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 134,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2Ol2 tentang
Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 166);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2Ol2 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
(kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2OO7
Nomor 2 Seri E, Tambahan l-embaran Daerah Kota
Semarang Tahun 20O7 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Semaiang Nomor 14 Tahun
201 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 20ll Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

25. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 20ll Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (kmbaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2Ol9 Nomor 14, Tambahan
kmbaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); p
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN ..

Membentuk Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang
yang selanjutnya disingkat dengan KKMKS.

Susunan Keanggotaan Kelompok Keq'a sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim pembina, Tim
Pelaksana, dan sekretariat sebagaimana tercantum
dalam l^ampiran I, l.ampiran II dan L,ampiran III
Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

program

memberikan
pengelolaan

pengelolaan

mempunyal tugas:

a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan,
strategi dan program pengelolaan pesisir teipadu;
dan

b. menetapkan kebijakan, strategi, dan program
pengelolaan pesisir terpadu.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
mempunyai tugas:

a. menyusun kebijakan, strategi dan
pengelolaan pesisir terpadu di daerah;

b. menyusun perencanaan kegiatan KKMKS;
c. menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan

pesisir di Kota Semarang;

mengidentifikasi permasalahan dan
alternatif pemecahan masalah dalam
lingkungan pesisir terpadu;
memfasilitasi upaya penerapan kegiatan
pesisir terpadu; dan

f. melaporkan hasil kerja kepada Tim pembina.

KELIMA : sekretariat. sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
mempunyar tugas:

a. menyiapkan bahan dart/ atau memfasilitasi
penyusunan kebijakan, strategi dan program kerja
pengelolaan pesisir terpadu di daerah;

b. memfasilitasi pertemuan KKMKS;
c. menghimpun bahan dxt/ atau memf,asilitasi

penyusunan rencana dan program ker1.a; ,'f/I

d.

e.

J



d. menyelenggarakan sistem informasi dan jaringan
komunikasi;

menghimpun data dan informasi, kearsipan,
dokumentasi dan kehumasan; dan

memfasilitasi dan menyiapkan laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Keda
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung
jawab dan melaporkan hasilnya kepada walikota
Semarang.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kePada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang;

b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

e.

f.

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

5. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
6. fepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;

7. t<epala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

8. Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove Daerah Jawa Tengah;

/ WALIKOTA SEMARANG,

JIENDRAR PRIHAD\ 
)

SALINAN disamPaikan kePada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan sekda Kota semarang;

4. Inspektur Kota Semarang;

9. Anggota Kelompok Keda Mangrove yattg bffiatgkutan'



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
MANGROVE KOTA SEMARANG

SUSUNAN TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA MANGROVE
KOTA SEMARANG

NO. JABATAN DALAM
DINAS / INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM TIM

1. Walikota Semarang Pengarah

2. Sekretaris Daerah Kota Semarang Ketua

3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Ralryat Sekda Kota Semarang

Sekretaris

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Semarang

Anggota

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Anggota

6. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Anggota

7. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Anggota

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Anggota

9. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Anggota

10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Semarang

Anggota

11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Anggota

12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Anggota

13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Semarang

Anggota

14. Kepala Pusdik PENERBAD Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

&HENDRAR 
PRIHAD'I 

J





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
MANGROVE KOTA SEMARANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA MANGROVE
KOTA SEMARANG

NO. JAE}ATAN DALAM
DINAS / INSTANSI / LEMBAGA

KEDUDUKAN
DALAM TIM

1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Konserwasi Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Semarang

Ketua

2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Semarang

Sekretaris

3. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian
Kota Semarang

Anggota

4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas
Perikanan Kota Semarang

Anggota

5. Kepala Bidang Perencanaan Struktur dan
Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Semarang

Anggota

6. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Penataan
Ruang Kota Semarang

Anggota

7. Kepala Bidang Sumberdaya Manusia pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang

Anggota

8. Camat Tugu Kota Semarang Anggota

9. Camat Semarang Utara Kota Semarang Anggota

10. Camat Genuk Kota Semarang Anggota
11. Camat Semarang Barat Kota Semarang Anggota
12. Kepala Pusat Kajian Ekologi Dan Sumberdaya

Pesisir Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
UNDIP

Anggota

13. Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat LPPM

UNNES

Anggota

L4. Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI) Anggota

15. Ketua Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk
Awur (KeSEMaT)

Anggota

16. Ketua Perkumpulan Pemuda Peduli Lingkungan
"PRENJAK" Kelurahan Tugurejo

Anggota

J
A



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
MANGROVE KOTA SEMARANG

SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA MANGROVE
KOTA SEMARANG

NO. JABATAN DALAM
DINAS / INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM

SEKRETARIAT
1. Kepala Seksi Pemulihan dan Perubahan Iklim

pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Ketua

2. Kepala Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan
Pemberdayaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Semarang

Anggota

WALIKOTA SEMARANG.

HENDRAR PRIHAD\ 
/
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t7. Ketua Lembaga Swadaya
Pemberdayaan Masyarakat
(Biota Foundation)

Masyarakat L,embaga
dan Lingkungan Pesisir

Anggota

18. Ketua Kelompok
Mangunharjo

Mangrove lestari Kelurahan Anggota

19. Ketua Kelompok
Mangunharjo

Kali Santren Kelurahan Anggota

20. Ketua Yayasan
(IKAMaT)

Inspirasi Keluarga KeSEMaT Anggota

2r. Ketua Green
Semarang

Community Universitas Negeri Anggota

22. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir
(FKMPP)

Anggota

23. Ketua Kelompok Petani Tambak Camar Tanjung
Mas

Anggota

24. Ketua Kelompok Trimulyo Pesisir Bahari (TRIPARI) Anggota

25. Ketua Kelompok Sentosa Abadi Kelurahan
Mangunharjo

Anggota

26. Ketua Kelompok Mekar Tani Lindung (METAL) Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHAD, 
+Jv


